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ABSTRAK 

Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis, yang mengandung unsur 

agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi 

selanjutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertibnya dipandang dapat menimbulkan 

kegoncangan dalam masyarakat. peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat 

masih diberlakukan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia dalam menyelesaikan berbagai 

macam persoalan adat misalnya ata wain la’i. Dalam hukum adat Tana Ai pelaksanaan sanksi 

adat terhadap kasus ata wain la’i pada masyarakat adat di Desa Hikong Kecamatan Talibura, 

mempunyai bentuk sanksinya tersendiri. kasus-kasus yang terjadi sering ditangani melalui sistem 

adat di desa tersebut oleh Du’a Mo’an yaitu ketua adat yang dipercayakan untuk memimpin pada 

saat musyawarah (kula babong). Penyelesaian kasus-kasus ata wain la’i ini akan indah dan damai 

jika semua sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Du’a Mo’an itu di taati, tetapi pada kenyataan 

masih ada pelaku-pelaku yang dalam pelaksanaan sanksinya tidak dijalankan dengan baik. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor penghambat pelaksanaan putusan 

Du’a Mo’an dalam kasus ( ata wain la’i ) pada masyarakat adat tana ai di Desa Hikong 

Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui 

faktor-faktor penghambat (Riwa Lika) dalam kasus (Ata Wain La’i) pada masyarakat adat Tana 

Ai di Desa Hikong Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka.  

  Metode penelitian ini adalah penelitian empiris, Penelitian Hukum Empiris merupakan 

suatu jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan 

meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat dengan mengunakan metode 

pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata 

masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta 

yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan sanksi adat ata wain la’i pada 

masyarakat di desa Hikong belum terlaksana sepenuhnya, karena adanya hambatan-hambatan 

dalam pelaksanaan sanksi adat terhadap kasus ata wain la’i pada masyarakat adat desa Hikong 

kecamatan Talibura yaitu : pelaku kasus ata wain la’i tersebut tidak melaksanakan sanksinya, 

karena Pire Harang (pemali atau larangan), waktu pelaksanaan pembayaran denda adat yang 

diberikan terlalu cepat, keuangan yang tidak cukup, dan pengucilan. Sehingga pelaku sulit untuk 

menjalankan sanksi adat didesa Hikong. 

Kesimpulannya adalah  Pelaksanaan sanksi adat terhadap kasus Ata Wain La’i pada 

masyarakat adat Tana Ai di Desa Hikong Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka belum 

terlaksana sepenuhnya, sebab pelaku Ata Wain La’i di Desa Hikong tersebut tidak melaksanakan 

sanksi yang telah diputuskan oleh para fungsionaris adat (Du’a Mo’an) dengan baik seperti 

tuntutan atau denda-denda adat. masih ada 3 ( tiga ) pelaku  yang belum mentaati atau 

melaksanakan sanksi adat secara tuntas karena sejumlah alasan. dan sarannya agar para 

Fungsionaris adat dalam memutuskan atau menjatuhkan sanksi kepada pelaku-pelaku harus 

selalu memperhatikan sanksi-sanksi yang diputuskannya misalnya tenggang waktu dalam 

pembayaran denda adat terlalu cepat ini perlu dipikirkan sehingga tidak ada hambatan dalam 

pelaksanaan putusan dari para pelaku dan tidak memungkinkan peristiwa yang sama terjadi lagi 

di kemudian hari. 
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